
SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR 64 I PP.o4.2-Kpt / 321 8/ Kab/VIr I 2o2o

TENTANG

PENGGANTIAN ANTARWAKTU PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

DI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN

DAI.AM PEI.IYELENGGAITAAIV PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupateo Paugatderarr- Nsuor 60' I/PP'Q4,2--

Kpt | 32L8 ll<ab lVlU 2O2O tentang Pengangkatan Petugas

Pem-utakiiran Data Pemi-lilr di Keqalqatan Parisi

Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil BupaU Pangandarzrn Tahun

2O2O, Sdri. Nurlinda adalatr Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih di TPS 4 Desa Cibenda, Sdr. Dede Heri Guntara

adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 6 Desa

Cintakarya, dan Sdr. Eep Oka Jatnika adalah Pehrgas

Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 3 Desa Karangbenda

Kecamatan P*igr;

b. batrwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

telah melaksanakan Rapid Test Bagt Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Parigl pada

tanggal 5 Juli 2O2O;

c. bahwa berdasarkan hasil Rapid Test sebagaimana

dimaksud dalam huruf b, Sdri. Nurlinda, Sdr. Dede Heri

Guntara, dan Sdr. Eep Oka Jatnika dinyatakan Reaktif;

d. bahwa
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bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (4) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2O2O tentang

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Walcil

Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana

Nonalam Coronn Vints Di,sea,se 2Ol9 lCOWDl9l, yang

menyatakan bahwa PPDP yang sedang menjalani Rawat

Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi Corona

Virus Di,sea,se 2OL9 lCOWDlgl sebagaimana dimaksud

pada ay€t (U tidak diperbolehkan melaksanakan

tugasnya, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan

penggantian PPDP yang bersanglrrrtan berdasarkan

usulan PPS dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang

mengatur tentang tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam

penyelenggaraan Pemilihan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, hunrf c, dan hunrf d, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangandaran tentang Penggantian Antarwalfir

Pefugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Parig

Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan

Pemiliharr Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun

2020:'

1. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2OL2 tentang

Pembenhrkarr Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2Ol2

Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a9al;

2. Undang-Undarrg Nomor 1 Tahun zOtS tentarrg Penetapan

Perahrran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tarrrbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

e

Mengingat

Peraturan
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2O2O tentang Pembahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2Ot4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 128, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65121;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7

Nomor 182, Tambahan Iembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2OLS Nomor 818) sebagaimana telah diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 13 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukarr dan TaJa Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara datam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 14981;

5. Peraturan. . .
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5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2Ol7

tentang Pemutakhiran Data dan Pen5rusunan Daftar

Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, danlatau Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7

Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2Ot9 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 2 Tatrun 2Ol7 tentang Pemutakhiran Data dan

Pen5nrsunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walcil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 1676l.;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 20tg

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Walcil Wali Kota

Tahun 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol9 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 5 Tahun 2O2O tentang Penrbahan Ketiga atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 615);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi

Beneana Nonalam Corona Virus Disease 2Ol9 lCOWDlgl
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

7t6l;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 661PP.O6.4'

Kpt/03/KPU lll/2020 tentang Pedoman Teknis

Pembentukan
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Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wat<il Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wati Kota

sebagaimana telatr diubah dengan Keputtrsan Komisi

Pemilihan Umum Nomor L69|PP.O4-2-

Kpt/O3/KPU lllll2D20 tentang Perubahan atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 66|PP.O6-4-

KpI/O31KPU lIll2O2O tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258|PL.O2-

Kpt/Ol llfPu /vllzozo tentang Penetapan Pelahsanaan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak Lanjutan Tahun 2O2O;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 36 lPL.O2-Kptl 3218/Kab/VI I 2O2O

tentang Pelaksanaap Pemilihas Bupati darr Wakil Bupati

Pangandaran Lanjutan Tahun 2O2O;

I 1. Kepuhrsan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 60' 1 /PP.04.2-

Kpt/ 3218/Kab/VIl I 2O2O tentang Pengangkatan Petugas

Pemutakhiran DaJa Pemilih di Kecamatan Parigr

Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun

2020;

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM I(ABUPATEN

PANGANDARAN TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN

Menetapkan

PARIGI . . .
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PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN DALAM

PEMELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGAI{DARAI.I TAHUN 2O2O.

Memberhenttkan dengan hormat:

1. Sdri. Nurlinda sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

di TPS 4 Desa Cibenda Kecamatan Parigi;

2. Sdr. Dede Heri Guntara sebagai Pehrgas Pemutakhiran

Data Pemilih di TPs 6 Desa cintakarya Kecamatan Parigu

dan

3, Sdr, Eep Oka Jatnika sebagai Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih di TPS 3 Desa Karangbenda Kecamatan Parigt,

disertar ucapan terima kaqih atas perkenannya menjadi bagran

dari Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2020.

Mengangkat Pengganti Antarwakhr Pehrgas Pemutakhiran

Data Pemilih di Kecarnatan Parigl Kabrrpaiqn Pangandaran

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2020 sebagai berikut:

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud

dahm Diktiim KEDUA mertipdkan penyelenggafa Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Pangandara.n Tahun 2O2O di tingkat

Desa yang bertugas melakukan Bemutakhiran data Bemilih

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan,

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KETIGA dibebankan pada Dana Hibah

Penyelenggaraar: Pemilihan Bupatr dan Wakil BuBati

Pangandaran Tahun 2O2O.

DESA NAMA

JENIS

KEI,AMIN

(L/P)

TPS

CIBENDA GUN GUN GUNARA L 4

CINTAKARYA NENENG DELI.,A MONIKA

SENJA

P 6

KARANGBENDA EDE JOHAN L 3

KELIMA. . .
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Masa kerja Pehrgas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana

dimaksud dalam Dikhrm KEDUA selama 1 (satu) bulan,

terhitung sejah tanggal 15 Juli 2O2O sampai dengan 13 Agustus

2020.

Keputusan ini mulai berlalm pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 11 Juli 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PAI{GANDARAN,

MUHTADIN

ttd

Salinan sesuai dengan aslinYa
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PANGANDARAN
Sub Bagian Hukum,

Jr
2l\,
o.

/
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